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A. Tujuan

SOP ini bertujuan menjelaskan proses pengujian Surat Permintaan Pembayaran
(SPP)

B. Ruang Lingkup

Prosedur ini mencakup proses pengujian terhadap SPP yang diajukan oleh pejabat
pembuat komitmen (PPK) kepada pejabat penandatangan surat perintah membayar
(PPSPM) sebelum dikeluarkan Surat Perintah Membayar.

C. Referensi

1. UU R.I Nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
2. UU R.I Nomor : 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
3. UU R.I  No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung

jawab Keuangan Negera
4. PP RI No. 21 Tahun 2004  Tentang Rencana Kerja dan Anggaran

Kementrian/Lembaga
5. Permenpan No : PER/15/M.PAN/11/2008 Tentang Pedoman Penyusunan  SOP

Administrasi Pemerintah.
6. PMK No. 190/PMK.05/2012 Tentang tata cara pembayaran dalam rangka

pelaksanaan APBN.
7. Permenristekdikti No.19 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik

Negeri Lhokseumawe.
8. Peraturan Pemerintah RI No.15 tahun 2019 Tentang Peraturan Gaji PNS.

D. Istilah dan Definisi

1. Aplikasi SAS merupakan singkatan dari Sistem Aplikasi Satker (SAS) yang
digunakan untuk membuat surat permintaan pembayaran (SPP), surat perintah
membayar (SPM), ringkasan kontrak dan arsip data computer (ADK) yang akan
dikirim ke kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN).

2. SPP merupakan singkatan dari surat permintaan pembayaran yaitu surat yang
diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen /pejabat yang ditunjuk, ditujukan
kepada pejabat penerbit surat perintah membayar untuk diterbitkan SPM.

3. SPM merupakan singkatan dari surat perintah membayar yaitu dokumen yang
digunakan/diterbitkan oleh pejabat penandatanganan SPM (PPSPM) untuk
mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari Daftar Isian Penggunaan
Anggaran (DIPA).

4. PPK merupakan singkatan dari pejabat pembuat komitmen yaitu pejabat yang
diberi kewenangan untuk membantu dalam menerbitkan keputusan yang berkaitan
dengan perjanjian/kontrak kepada pihak ketiga dan pengangkatan panitia dalam
rangka pengadaan barang/jasa dan surat perintah lainnya yang berhubungan dengan
tugas pelaksanaan kegiatan.
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5. PPSPM merupakan singkatan dari pejabat penandatangan surat perintah membayar
yaitu pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji, menerbitkan dan
menandatangani surat perintah membayar.

E. Dokumen Terkait

- SPP
- Bukti tagihan berupa resume kontrak/spk, faktur, bukti potong pajak, dan bukti

pembayaran lainnya
- Dipa
- Surat Keputusan

F. Catatan Mutu/Record

Dokumen keuangan

G. Indikator Keberhasilan

Adanya peningkatan dari layanan yang dilakukan

H. Dokumen Terkait

1. Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta dokumen pendukung
kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

2. Memeriksa kelengkapan dokumen pendukung bukti tagihan berupa resume
kontrak/SPK, Faktur, Bukti Potongan Pajak, serta bukti pembayaran lainnya dari
rekanan.

3. Memeriksa kesesuaian penandatangan SPP dengan Spesimen tanda tangan PPK.
4. Menguji kebenaran pengisian format SPP.
5. Menguji kesesuaian kode BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja

Anggaran satker.
6. Menguji ketersediaan pagu sesuai BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana

kerja Anggaran Satker.
7. Menguji kebenaran format dokumen/surat keputusan yang menjadi

persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja pegawai, pengadaan barang/jasa,
sehubungan dengan perjanjian/kontrak/surat keputusan.

8. Menguji kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban dibidang perpajakan dari
pihak yang mempunyai hak tagih.

9. SPP yang telah sesuai kemudian diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).
10. Menerbitkan Surat Perintah Membayar.

I. Bagan Alir

No Uraian Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku

PPK PPSPM Kelengkapan Waktu Output
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J. Lampiran

Formulir SPP

1. Mengajukan SPP beserta
dokumen pendukung
kepada PPSPM

- SPP
- Dokumen

pendukung
1 hari

SPP dan dokumen
lainnya

2. Memeriksa kelengkapan
Dokumen berupa bukti
tagihan resume
kontrak/SPK, faktur, bukti
potong pajak, dan bukti
lainnya

- SPP
- Dokumen

pendukung
1 hari

Berita Acara
Pemeriksaan

3.
Memeriksa kesesuaian
penandatangan SPP dengan
specimen tanda tangan PPK

- SPP
- Dokumen

pendukung
1 hari

Berita Acara
Pemeriksaan

4.

Menguji kebenaran
pengisian format SPP

- SPP
- Dokumen

pendukung

1 hari

Berita Acara
Pemeriksaan

5.

Menguji kesesuaian kode
BAS pada SPP dengan
DIPA/POK/Rencana Kerja
anggaran satker

- SPP
- Dokumen

pendukung

Berita Acara
Pemeriksaan

6.

Menguji ketersediaan pagu
sesuai BAS pada SPP
dengan
DIPA/POK/Rencana kerja
anggaran satker

- SPP
- Dokumen

pendukung

Berita Acara
Pemeriksaan

7.

Menguji kebenaran format
dokumen/surat keputusan
yang menjadi persyaratan
kelengkapan pembayaran
belanja pegawai,
pengadaan barang/jasa

- SPP
- Dokumen

pendukung

Berita Acara
Pemeriksaan

8.

Menguji kebenaran
perhitungan tagihan serta
kewajiban dibidang
perpajakan dari pihak yang
mempunyai hak tagih

- SPP
- Dokumen

pendukung

Berita Acara
Pemeriksaan

9.
Menerbitkan surat perintah
membayar (SPM)

- SPM
1 jam SPM
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